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364. Melakukan Wuguf yang Bertentangan dengan 
Hasil Hisabnya 


S. Seorang hasib melakukan wuguf pada hari yang ditetapkan oleh Kerajaan 
Saudi Arabia, sedang hal ini bertentangan dengan hasil hisabnya. Sahkah 
wugufnya? | | 
J. Sah. 
Keterangan, dari kitab: 
1. Bughyah al-Musytarsyidin! : 
Jp 3 Jeda Yuda Jade 3 LEAN SSS 

Jika terjadi pertentangan antara hasil hisab (hitungan astronomi /falak) 
dengan ru'yah (melihat bulan secara langsung), maka yang diamalkan 
adalah hasil ru'yah dan bukan hasil hisab menurut semua pendapat. 
2. Referensi lain: 


a. Hasyiyah al-Idhah, h. 153 
b. Mauhibah Dzi al-Fadhl, Juz IV, h. 497. 


365. Zakat Peternakan Bandeng 


5. Orang yang beternak ikan bandeng dengan tujuan bahwa hasil panennya akan 
diambil dan dijual untuk keperluan hidup sebagaimana lazimnya orang berumah 
tangga. 

Setelah delapan bulan sejak awal beternak, maka semua ikan diambil dan dijual 
laku dengan memperoleh uang senilai setengah kilo gram emas. Sesudah 
dibelanjakan barang guna keperluan hidup, kemudin sisa uang senilai lima puluh 
gram emas dibelikan bibit bandeng untuk diternakkan lagi dengan tujuan yang 
sama. 

Apakah peternakan bandeng dengan tujuan dan cara tersebut, wajib dizakati? 
Apabila wajib dizakati, kapan harus dikeluarkan? Kalau wajib dizakati, 
dapatkah diberikan contoh peternakan hewan bukan zakawi di Indonesia yang 
memenuhi syarat-syarat tijarah? 


J. Tidak wajib dizakati, sebab tidak memenuhi persyaratan zakat 
tijarah. Adapun contoh peternakan hewan bukan zakawi tetapi wajib 
dizakati ialah peternakan bandeng dengan sengaja diperdagangkan 
dan telah memenuhi syarat-syarat yang lain. 


1 Abdurrahman bin Muhammad Ba'lawi, Bughyah al-Musytarsyidin, (Mesir: Musthafa 
al-HAlabi, 1952), h. 110. 


410 Ahkamul Fugaha 


Keterangan, dari kitab: 
1. Al-Muhadzdzab? 


IE ain SA SA gas VAN Pd Pas V3 
BEAN SU Oa Ke GLS dah dah ca 


Suatu barang tidak menjadi komoditas perdagangan kecuali dengan 
dua syarat: 1) Dimiliki dengan akad yang mengharuskan adanya 'iwad 
(penukar), seperti akad jual beli, persewaan, pernikahan dan khulu', 2) Ketika 
melakukan akad berniat memilikinya dengan tujuan diperdagangkan. 

2. Itsmid al-'Ainain? 


P 
”, 


Nol aga Baen ats daa Judika 
SI Ong 3 KAI AN S3 Uas Ini V3 Uas jl Gas jl tuas 
HAL UN Le AI 2 LG s3 


Permasalahan, Syaikh Sa'id Ba'asyan juga menjelaskan, bahwa mazhab 
Abu Hanifah itu mewajibkan zakat dalam setiap yang tumbuh dari bumi 
kecuali kayu bakar, tebu atau rerumputan dan tidak mempertimbangkan 
nishab tertentu. Dan menurut Imam Ahmad, zakat wajib pada semua yang 
ditakar, ditimbang, atau disimpan untuk makanan pokok, dan menurut 
pendapat Imam Malik harus memenuhi nishab sebagaimana Imam Syafi'i. 
2. Referensi Lain 

a. Ahkamul Fugaha, soal nomor 140 dan 272. 

b. Tuhfah al-Muhtaj,Juz II, h. 195. 


366. Zakat Perkebunan Tebu 


S. Ada usaha perkebunan tebu di sawah dengan tujuan bahwa hasil panennya 
akan dijual semua untuk keperluan hidup. Setelah tebu berumur 18 bulan, 
maka semua tebu ditebang dan dijual laku dengan memperoleh uang senilai 
setengah kilogram emas. Hasil penjualan tebu ini, apakah wajib dizakati dan 
apa alasannya? Kalau tidak wajib dizakati, dapatkah diberikan contoh penanaman 
(pertanian/perkebunan) tanaman bukan zakawi yang memenuhi syarat-syarat 
tijarah? 


2 Abu Ishag al-Syairazi, al-Muhadzdzah, Mesir: Isa al-Halabi, t. th.), h. 195. 
3 Ali Bashabrin, Itsmid al-'Ainain pada Bughyah al-Mustarsyidin, (Mesir: Musthafa al- 
Halabi, 1952), h. 47-48. 
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J. Tidak wajib zakat, karena tidak memenuhi persyaratan tijarah. 
Adapun contoh penanaman tanaman bukan zakawi tetapi dizakati 
ialah tanaman tebu yang ditujukan untuk diperjual belikan. 
Keterangan, dari kitab: 
1. Busyra al-Karim' 
AL ha ESA 3S P3 
Dan Abu Dawud meriwayatkan tentang (kewajiban) mengeluarkan 
zakat dari barang dagangan. 
2. Hawasyi al-Madaniyah? 
IG GE Ea Ge EA Ea CL LS BIL AS, 
DEA 3 Las AE IU ar on SS sa 
Kami telah menetapkan, bahwa barang yang tidak wajib dizakati karena 
dzatnya itu wajib dizakati tijarah, seperti batang kayu, jerami dan tanah. 
Sebab semuanya itu tidak terkena wajib zakat karena dzatnya, sementara 
barang yang tidak terkena wajib zakat karena dzatnya, maka terkena wajib 
zakat tijarah. 


367. Zakat Usaha Perhotelan 


S. Orang yang membuka hotel dengan modal senilai satu kilogram emas, 
bertujuan agar dari uang hasil sewa hotel dapat dipergunakan untuk 
mencukupi keperluan hidup pengusaha hotel. 
Rata-rata setiap bulan menghasilkan uang sewa senilai empat puluh gram 
emas, dan setiap bulannya uang sewa ini selalu habis untuk keperluan 
hidup dan biaya pemeliharaan/perbaikan hotel. Karena demikian, maka pada 
akhir tahun hanya tersisa uang sewa senilai lima puluh gram emas. Hotel 
yang selalu diperbaiki dengan uang sewa ini, sekarang menjadi bagus dan 
harga jualnya naik menjadi senilai satu setengah kilogram emas. 
Usaha perhotelan dengan cara demikian ini, apakah wajib dizakati pada akhir tahun 
dan apa alasannya? Kalau wajib dizakati, berapa harus dibayar: apakah dari hasil 
sewa saja atau dari/beserta harga hotel. Kalau tidak wajib, dapatkah diberikan 
contoh usaha perhotelan yang mengandung makna tijarah yang wajib dizakati? 
J. Tidak wajib dizakati. Contoh usaha perhotelan dan usaha semisal 
4 Sa'id bin Muhammad Baasan, Busyra al-Karim, (Singapura: Sulaiman Mar'i, t. th.), 
Juz II, h. 50. 


5 Sulaiman al-Kurdi, Hawasyi al-Madaniyah, (Surabaya: Maktabah Ahmad Nabhan, t. 
th.) Juz Ih. 95. 
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yang wajib dizakati ialah usaha perhotelan yang hasilnya pertahun telah 
memenuhi persyaratan tijarah. 


Keterangan, dari kitab: 

1. Kifayah al-Akhyar8 

TE Tani AN SE SE ISI IA AN Pen PU yaa BA 

LA HN SY 

Seandainya seseorang menyewakan harta atau dirinya dengan maksud 

ketika memperoleh upah akan dijadikannya barang dagangan, maka 

upah tersebut menjadi harta dagangan. Sebab akad sewa merupakan 

mu'awadhah -pertukaran-. 

2. Mauhibah Dzi al-Fadh" 


SI JL #3 la Jaga Aa5 SEN SI ca (ala 3 tai NI, 453) 


na) Jl sal 
Pernyataan penulis: “Dan akad sewa untuk diri atau hartanya.” 
maksudnya maka bila seseorang menyewakan dirinya dalam rangka 
memperoleh upah untuk digunakan berdagang, maka upah tersebut 
menjadi harta dagangan. 
3. Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab? 
WS 35 3, all Inai Aa ae ALA Aa 33 "9 
KB eni IE JL sn 


Dan barang siapa yang menyewakan dirinya (jual jasa) ataupun 
(mempekerjakan) orang lain dengan memperoleh upah berupa barang 
dengan tujuan berdagang, maka barang tersebut menjadi barang 
dagangan dan wajib zakat. 


368. Dispensasi Bagi Orang yang Selalu Bepergian 


S. Bagaimana pendapat Musyawarah mengenai orang yang hampir selalu 
musafir (sejauh masafah al-gashri), dan mengenai orang yang mempunyai 


6 Abu Bakar bin Muhammad al-Khishni, Kifayah al-Akhyar fi Hill Ghayah al-Ikhtishar, 
(Beirut Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t. th.), Juz I, h. 145. Lihat Ibn Hajar al-Haitami, 
Tuhfah al-Muhtaj, Juz III, hlm. 394. 

7 Mahfud al-Termasi, Mauhibah Dzi al-Fadhl, (Mesir: al-Amirah al-Syarafiyah, 1326 H) 
Juz IV, h.31. 

8 Muhyiddin al-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Jilid VI, h. 31. 
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dua atau lebih tempat tinggal yang berjauhan (sejauh masafah al-gashri), 

namun semuanya dihuni dalam hubungannya dengan rukhshah? 

Ja. Orang yang selalu musafir (sejauh masafah al-gashri), maka 
dalam hal rukhshah gashar shalat, hukumnya lebih utama itmam 
(tidak menggashar). Dan dalam hal rukhshah ifthar (tidak puasa), 
bila ada harapan dapat menggadha puasanya di hari lain, maka 
ia boleh ifthar. Tetapi apabila harapan itu tidak ada, maka tidak 
boleh ifthar, demikian pendapat Imam Subki yang didukung 
Imam Ramli, sedang menurut Imam Ibn Hajar al-Haitami, boleh 
ifthar secara mutlak. 

b. Orang yang mempunyai dua atau lebih tempat tinggal yang 
berjauhan (sejauh musafah al-gashri), apabila sedang berada di 
tempat tinggal yang mana saja, maka hukumnya sama dengan 
orang yang mugim, karena dia tinggal di tempat tinggalnya 
sendiri. Dan apabila sedang pergi dari tempat tinggal yang 
lain maka selama masih dalam perjalanan dia termasuk musafir 
“munsyi al- safar”, artinya boleh melaksanakan rukhshah safar, namun 
untuk dapat meninggalkan shalat Jum'at dan boleh berbuka puasa, 
masih disyaratkan bahwa sebelum fajar ia harus sudah keluar dari 
batas desa yang bersangkutan. 

Keterangan, dari kitab: 


1. Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-GJaribd 
BA NS pad ji BAE ya an GR AE Ie (33 
SI Jin ASI SB SIS UEA GRAN Lah Gap Filan G Als kan pd 


8 KAN PNS KA IA IE Ga ni 
Dan terkecualikan dengan ucapanku: “Dan kebolehan menggasharnya 
tidak diperselisihkan.” seperti sopir kapal yang melakukan pelayaran 
bersama keluarganya di kapal, dan orang yang selalu bepergian seperti 
Sa'i (pengelana), maka menyempurnakan shalat (tidak menggashar itu 
lebih utama baginya karena keluar dari khilaf ulama yang mewajibkannya 
seperti Imam Ahmad Ra. 
2. Tuhfah al-Muhtaji 


? Ibrahim al-Bajuri, Hasyiyah al-Bajuri “ala Fath al-Oarib, (Bandung: Syirkah Ma'arif, t. 
th.) Jilid I, h. 201. 

10 Ybn Hajar al-Haitami, Tuhfah al-Muhtaj pada Hasyiyata al-Syirwani wa al-'Abbadi, (Beirut: 
Dar al-Fikr, t. th), Jilid III, h. 73. 
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EN AY Ad oa 5 GIS GAN, NY EKAIG 


RSS AE aU TS 133 AKI 
Imam Subki berpendapat, tidak diperkenankan Hembalaan puasa 
bagi orang yang tidak punya harapan di waktu lain untuk menggadha 
karena terus menerus bepergian. Dan dalam hal itu ada kajian ulang 
yang jelas. Pendapat yang lebih kuat al-awjah adalah kebalikannya. 
3. Fath al-Wahhabll 


SG AAN MIN Uas 54235 EA PRANCIS, 
Salat Jum'at tidak wajib bagi musafir walaupun dalam perjalanan 
pendek, karena ia termasuk orang yang tersibukkan dengan perjalanan 
tersebut dan hal-hal yang terkait dengan perjalanannya. 
4. Tuhfah al-Thullab?2 
33 0 # . aa 323 d.., 33 As. sya 3, z 
253 OI VI Gen aa 223 REI J3 SAN IA Kas 3 Je ar 
KN ye la 2855 3 sad aa 5 3 aa 
Haram bepergian bagi orang yang berkewajiban Jum'at, walaupun 
untuk tujuan ketaatan (ibadah) setelah fajar hari Jum'at terkait, kecuali 
jika memungkinkan untuk bisa salat Jum'at di tengah perjalanan atau di 
tempat tujuannya, atau akan memperoleh kesulitan tertinggal dari teman 
seperjalanan. 
3. Miragah Shu'ud ai-Tashiug” 
13 Ke SG 5163 X5 3 Ik aa ja Pad re 
#LASIN 3 BL de pe 
Boleh berbuka puasa bagi musafir dalam perjalanan yang jauh sehingga 
boleh meng-gashar shalat, dan sudah keluar dari bangunan-bangunan (batas 
kota) sebelum fajar sebagaimana pendapat yang dianut oleh Imam Ramli. 


369. Dasar Penetapan Awal Ramadhan, Idul Fitri dan 
Idul Adha 


S. Tentang penetapan awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha? 


M Zakaria al-Anshari, Fath al-Wahhab Syarh Manhaj al-Thullab, (Bandung: Syirkah Ma'arif, 
tth.) Juz I h.72. 

12 Zakaria al-Anshari, Tuhfah al-Thullab, (Mesir: Mushtafa al-Halabi, 1340 H), h. 32. 

3 Nawawi bin Umar al-Bantani, Miragah Shu'ud al-Tashdig, (Kudus: Menara Kudus, t. 
th), h. 43. 
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Bahwa dasar ru'yah al-hilal atau istikmal dalam penetapan awal 
Ramadhan, Idul Fithri dan Idul Adha, adalah dasar yang diamalkan 
oleh Rasulullah Saw., Khulafaur Rasyidin dan yang dipegangi 
oleh seluruh ulama Madzhab al-Arba'ah. Sedang dasar hisab falak 
untuk penetapan tiga hal ini, ialah dasar yang tidak pernah 
diamalkan oleh Rasulullah Saw. dan Khulafa al-Rasyidin serta 
diperselisihkan keabsahannya di kalangan para ulama. 


. Bahwa itsbat.al-'am (penetapan secara umum) oleh Oadhi atau 


Penguasa mengenai awal Ramadhan, Idul Fithri dan Idul Adha 
atas dasar hisab tanpa dihasilkan ru yah al-hilal atau istikmal, 
adalah tidak dibenarkan oleh Mazhab Empat (Hanafi, Maliki, 
Syafi'i, dan Hanbali), (Kitab Figh 'ala al-Madzhabil al-Arba'ah). 


. Bahwa Nahdlatul Ulama adalah Jam'iyyah yang berhaluan Ahlus 


Sunnah wal Jamaah (Anggaran Dasar pasal 4), yaitu, Jam'iyyah 
yang menjunjung tinggi dan mengikuti ajaran Rasulullah Saw. 
dan tuntunan para sahabat serta ijtihad para ulama Mazhab 
Empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali). 


. Bahwa Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama 


tanggal 13 - 16 Rabiul Awwal 1404 H./18 - 21 Desember 1983 M. di 
Situbondo telah mengambil keputusan mengenai penetapan awal 
Ramadhan dan Idul Fithri, yang intinya bahwa NU menggunakan 
dasar ru yah al-hilal atau istikmal. Keputusan ini telah dikukuhkan 
oleh Muktamar NU ke-27 tahun 1405 H/1984 M. 


. Dan untuk keseragaman di kalangan warga NU dalam melaksanakan 


keputusan dimaksud termasuk dalam hal penetapan mengenai 

Idul Adha, maka Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul 

Ulama tanggal 23 - 24 Rabiul Awwal 1408 H./15 - 16 Nopember 

1987 M. di Pondok Pesantren Ihya “Ulumuddin Kesugihan 

Cilacap, Jawa Tengah, telah mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

a. Menegaskan bahwa penetapan awal Ramadhan, Idul Fitri 
dan Idul Adha oleh Oadii atau Penguasa yang diberlakukan 
kepada masyarakat (itsbat al-'am) dapat dibenarkan jika 
berdasarkan ru yah al-hilal atau istikmal. 

b. NU telah lama mengikuti pendapat ulama yang tidak 
membedakan Mathla' dalam penetapan awal Ramadhan, 
Idul Fitri dan Idul Adha, yakni ru'yah al-hilal di salah satu 
tempat di Indonesia yang diterima oleh Pemerintah sebagai 
dasar penetapan awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha 


Ahkamul Fugaha 


di seluruh wilayah Indonesia walaupun berbeda muthla'nya. 

Cc. Melakukan ru'yah al-hilal untuk penetapan awal Ramadhan, 
Idul Fitri dan Idul Adha adalah fardhu kifayah menurut 
Madzhab al-Arba'ah kecuali Madzhab Hanbali yang berpendapat 
bahwa hukumnya sunah. Pelaksanaan ru'yah al-hilal yang 
diusahakan oleh Pemerintah/Departemen Agama adalah 
sudah cukup sebagai pelaksanaan fardhu kifayah tersebut 
bagi seluruh umat Islam Indonesia. 

d. Lajnah Falakiyah dan Ru'yah PBNU perlu melakukan upaya 
bagi terlaksananya prinsip ru'yah al-hilal atau istikmal antara 
lain dengan cara: 

- Membuat kepastian awal Sya'ban dengan ru yah al-hilal atau 
istikmal untuk keperluan awal Ramadhan. 

- Melakukan ru'yah al-hilal pada malam 30 Syawal dan 30 Dzul 
Oa'dah, selanjutnya menanyakan hasil ru yah al-hilal tanggal 01 
Dzul Hijjah kepada Pemerintah. Hal ini dilakukan sebab 
seringkali pemerintah tidak mengeluarkan pengumuman 
penetapan tanggal 01 Dzul Hijjah secara rinci. Kemudian 
hasilnya diumumkan kepada Wilayah dan Cabang NU di 
seluruh Indonesia untuk keperluan Idul Adha segera. 

e. Untuk keperluan memulai puasa Ramadhan, melaksanakan 
Idul Fitri dan menyelenggarakan Idul Adha, maka kepada 
warga NU terutama anggota pimpinan dari tingkat pusat 
sampai dengan tingkat ranting diinstruksikan agar menyimak 
pengumuman dan penetapan Pemerintah/ Departemen Agama 
melalui RRI dan TVRI mengenai tiga hal ini. 

Jika pengumuman dan penetapannya berdasarkan ru yah al- 
hilal atau istikmal, maka warga NU wajib mengikuti dan 
mentaatinya. Tetapi jika pengumuman dan penetapannya 
hanya semata-mata berdasarkan hisab, maka warga NU 
tidak wajib mengikuti dan mentaatinya, selanjutnya mengawali 
puasa Ramadhan, melaksanakan Idul Fitri dan menjalankan 
Idul Adha pada hari berikutnya. 

Sikap demikian ini sesuai dengan pendapat Jumhur al-Salaf, 
sesuai dengan jiwa Keputusan Musyawarah Nasional Alim 
Ulama Nahdlatul Ulama tahun 1404 H./1983 M. dan Keputusan 
Muktamar ke-27 tahun 1405 H./1984 M. dan dilindungi Undang- 
undang Dasar 1945, pasal 29, ayat 2. 
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Keterangan, dari kitab: 
1. Bughyah sn aka dan | | 
SE IL GS Akal JSI TS ai VAN gai Ikan SKI 
Bulan Ramadhan sama seperti bulan lainnya tidak tetap kecuali dengan 
melihat hilal, atau menyempurnakan bilangan menjadi tiga puluh hari. 
2. Al-Tlm al-Mantsur fi Itsbat al-Syuhur's | 
CAN de SE III 3 SA ega Ra sidi 2SJ Aan JG 


Para tokoh madzhab Malikiyah berpendapat: “Bila seorang penguasa 
mengetahui hisab tentang (masuknya) suatu bulan, lalu ia menetapkan 


bulan tersebut dengan hisab, maka ia tidak boleh diikuti, karena 1 iima' 
ulama salaf bertentangan dengannya.” 


370. Zakat Hasil Pertanian yang Menggunakan Pupuk 

S. Pertanian yang menggunakan pupuk relatif lebih berat mu'nahnya 

dari pada pertanian yang menggunakan mu'nah al-sagyi (biaya pengairan). 

Apakah hasil pertanian yang menggunakan pupuk itu harus dizakati nishf 

al-usyr (5 Yo) atau (10 Yo)? 

J1. Mu'nah al-sagyi (biaya pengairan) tidak sama dengan biaya pupuk, 
karena air berpengaruh langsung pada hidup atau matinya 
tanaman, sedang pupuk hanya berpengaruh pada kesuburan 
tanaman dan kelipatan hasil produksinya. 

2. Jika sebidang tanah yang diairi dengan biaya tanpa diberi pupuk 
akan menghasilkan gabah sebanyak lima kwintal misalnya, maka 
tanah tersebut jika diairi dengan biaya pengairan dan diberi pupuk 
akan dapat menghasilkan gabah sebanyak sepuluh kwintal atau ' 
lebih, sedang biaya pupuk yang dipergunakan tentu lebih murah 
dari harga kelipatan gabah yang dihasilkan dengan pupuk 
tersebut, sehingga dengan demikian biaya pupuk tersebut telah 
tertutup oleh harga kelipatan yang dihasilkan. 

Jadi zakat dari tanaman yang diberi pupuk tetap “usyr” (10 Yo) dan 

bukan “nishful usyr” (5 Yo). 


4 Abdurrahman bin Mukamirisd Ba'lawi, Bughyah al-Musytarsyidin, (Mesir: Musthafa al- 
Halabi, 1952), h. 108. 

15 Tagiyuddin al-Subki, al-'Tlm al-Mantsur fi Itsbat al-Syuhur, (Indonesia: Madrasah al- 
Salafiyah al-Syafi'iyah Tebuireng-tulis tangan/roneo, 1354 H), h. 14. 
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Keterangan, dari kitab: 
1. Yanah al-Thalibin!6 


SAS Fa As YEN ES NA, FN GP EA AL ASI 


Aa Hn ga Gn se ajah Jaa Kane 3 
Sesungguhnya biaya pengairan berdasarkan tadah hujan itu tidak 
sama dengan biaya penyiraman dengan hewan. Maka zakatnya sepersepuluh 
(10 76) dan bukan separuhnya (5 76). Sesuai hadits riwayat Bukhari: 
“Dalam hal (pertanian) yang diairi oleh hujan, mata air atau yang dengan 
akarnya bisa penyerap air disekitarnya, maka (zakatnya) 10 Yo. Sedangkan 
yang diairi dengan suatu peralatan, maka separuhnya (5 Y0)." 


2. Al-Igna 
Uap SERI GAS SE Nda ALAN oi US Ak AA OS (ed Sa) 
SI 015 PAN JELS BIS TE PAN ih, pn 
kan, ENI 3-8 ad 


t 1070) berdasarkan sabda Rasulullah Saw.: “Dalam 


dengan peralatan, maka separuhnya 5 fo.” Hal ini sesuai dengan ijma' 
-Baihagi dan lainnya. 'Illat dalam hadits tersebut adalah 


2:55 LL AR oran Tah Fe (GB Y 433) 
ina OS SE II kp 53 SEA oa AS pl dian ata 
aa ia, Sp Eee aa ad Glass 
JP & MAAN IE IP KEY Hata KE dal else £ SE Aha aah, 


1 Muhammad Syaththa al-Dimyathi, Tanah al-Thalibin, (Singapura: Sulaiman Mari, 
tth.), Jilid II, h. 161. Lihat pula, al-Fuyudhat al-Rabbaniyah, Himpunan Keputusan 
Muktamar Jam'iyah Ahli Tharigah al-Muktabarah al-Nahdhiyah, masalah 
no. 75. 

17 Muhammad al-Khatib al-Syirbini, al-Igna', Bandung Syirkah Ma'arif, t. th.), Juz I, 
h. 194. 

18 Zakaria al-Anshari, Fath al-Wahhab Syarh Manhaj al-Thullab pada Hasyiyah al- -Jamal, 
(Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Jilid II, h. 246. 


Solusi Problematika Aktual Hukum Islam 419 


ENG AA Sta AA aa LG PEN LI 56 IPA Eu 
Aa oa js SS ANE HE JG Be KI, LAH 


(Ungkapan Syaikh Zakaria al-Anshari: “Tidak dengan yang sabangak 
dari.masa hidup buah-buahan dan tanaman, dan masa pertumbuhannya.) 
itu terkait dengan kata yang dibuang, maksudnya tidak dihitung dengan 
yang terbanyak dari dua masa tersebut. Ungkapan beliau: “Tidak dengan 
hitungan penyiraman.”, itu terkait dengan kata yang dibuang, maksudnya 
tidak diprosentase dengan hitungan penyiraman. Tujuan beliau dengan 
ungkapan ini adalah menyanggah dua gaul dha'if yang dihikayatkan al- 
Nawawi dalam kitab Minhaj al-Thalibin. Redaksinya sekaligus Syarh al- 
Mahalli adalah: 

“Dan zakat pertanian yang diairi dengan keduanya, yakni dengan 
dua macam pengairan, seperti hewan pengangkut air dan hujan secara 
sama adalah 3/4, maksudnya dari 1/10, karena mengamalkan kewajiban 
zakat dalam dua macam pertanian tersebut. Bila salah satu pengairan itu 
mendominasi, maka dalam satu pendapat, yang diperhitungkan (untuk 
menentukan zakat) adalah pengairan yang mendominasi itu. Bila yang 
mendominasi itu pengairan dengan hujan, maka zakatnya 1/10, atau 
yang mendominasi itu pengairan dengan hewan pengangkut air, maka 
zakatnya 1/20. Sedangkan menurut gaul al-azhhar kadar zakatnya digisth 
(diprosentase antara keduanya). Dominasi dan tagsith (prosentase) tersebut 
dengan mempertimbangkan masa kehidupan tanaman atau buah-buahan, 
dan pertumbuhannya. Sementara menurut pendapat lain dengan hitungan 
penyiraman. 

4. Yanah al-Thalibin!9 
FN RAI Kah Ul aer aa Se BA Ca 433) 
IE Ga RAN JS) HA Si Ka 6 Ea S3 

(Ungkapan Syaikh Zainuddin al-Malibari: “Sebab perbedaan.”), 
maksudnya perbedaan antara pertanian yang diairi tanpa biaya yang 
zakatnya 1076 dan yang diairi dengan biaya yang zakatnya 56. 
(Unkapan beliau: “Besarnya biaya dalam pertanian ini.”), maksudnya 
pertanian yang diairi dengan biaya. 

5. Fatawi Zubairi? 


19 Muhammad Syaththa al-Dimyathi, Tanah al-Thalibin, (Singapura: Sulaiman Mari, 
tth.) Jilid II, h. 161. 
20 Muhammad Rais al-Zubairi, Fatawa Zubairi pada Ourrah al-'Ain bi Fatawa “Ulama al- 
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JA TEA IG JEANS AAN ga JL (SEN LG) 
ee Gea Lean Meh au ak past KanaE 2 Sie 
Pal) Jari Oa FAR JS Lay JA Way nas 3 AA AN Oa IE LH 


- 


C3 pp BASE KEL Ji An EA GREY 


3 en An AA YA MULAN JL A3 AN US SSI ht 
SEN IE KAS Ap SAN AE (152 V7 IAI Aas 
(Bab Zakat Tanaman) Syaikh al-Zubairi Ra. pernah ditanya tentang 
penduduk suatu daerah yang melakukan pemupukan pohon-pohon 
sebagai pengganti dari pengairan, dan bahkan biayanya lebih besar. 
"Apakah pemilik pohon terbebani zakat 10Yo atau separuhnya (576), dan 
apakah dimakruhkan memakan buah-buahan karena pemupukan tersebut, 
serta bagaimana jika mereka membajak lahan (sekitar) pohon-pohon 
tersebut sebagai pengganti pengairan, bagaimana hukumnya terkait 
dengan kewajiban zakatnya? Berilah fatwa kami, semoga anda mendapatkan 
imbalan pahala.” 

Beliau, 'afallahu 'anh, menjawab dengan berkata: “Pemupukan dan 
pembajakan lahan tidak merubah kewajiban zakat, lalu wajib zakatnya 
menjadi 572, dan tidak makruh memakan buah-buahan tersebut. Wallah 
subhanah wa ta'ala a'lam.” 


5. Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab# 
MAAN AS Aa SPA ah Ga A3 Hall 263 JS AI La Cia JG 
Lal el ala S3 GE as AA Sa God Sy V3 ENG 
UAN EA as PP EA SAE AI 50) AE Ia 33 SA 3 
BAN Hd mb GE hal GAS (6313 Du3 OS 3 Oma IE 
Penulis (Abu Ishag al-Syairazi) -rahimallahu 'anh ta'ala- berkata: “Dan 
zakatnya (kurma dan anggur), 10 Yo bagi yang diairi tanpa biaya besar, 
seperti dengan air hujan, air sungai, dan air yang diserap oleh akar. 
Dan 576 bagi yang diairi dengan biaya besar, seperti dengan onta-onta 
pengangkut air, alat penyiram tanaman dan semisalnya. Karena hadits 


riwayat Ibn Umar -radhiyallah 'anhuma-: “Sungguh Nabi Saw. mewajibkan 
zakat 10 Yo bagi tanaman yang disiri oleh hujan, sungai, atau tanaman yang 


Haramain, (Mesir: al-Tijariyah ak-Kubra, 1937) h. 100. 
21 Muhyiddin al-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, (Mesir: a-Imam, t th.) Jilid V, h. 445. 
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menyerap air dengan akarnya,- dalam riwayat lain dengan redaksi: “Atsartyyan” 
yaitu tanaman yang menyerap air yang mengalir disekitarnya, dan 5 Yo bagi 
tanaman yang diairi dengan onta pengangkut air. 


371. Koperasi Simpan Pinjam 


S. Koperasi Simpan Pinjam (Kosipa) apakah boleh? Dan apakah uang administrasi 
termasuk “riba”? Dan apakah wajib zakat? | 


L. 


Modal yang dikumpulkan oleh KOSIPA dari uang ' 'simpanan pokok” 

dan “simpanan wajib” para anggota koperasi untuk dipinjamkan 

kepada yang memerlukan pinjaman, tidak dapat memenuhi 

ketentuan “syirkah”, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab- 

kitab figh, karena: | 

a. Dalam “syirkah” pengumpulan modal itu disyaratkan harus 
ada lafal yang dapat dirasakan sebagai pemberian izin dalam 
perdagangan. Sedangkan dalam “Kosipa” pengumpulan modal 
tersebut dimaksudkan untuk dipinjamkan. 

b. Dalam “syirkah” modal harus sudah terkumpul sebelum dilaku- 
kan syirkah. Sedangkan dalam “Kosipa” biasanya modal baru 
dikumpulkan sesudah disetujui oleh rapat anggota. 


Jadi “akad” pengumpulan modal dalam “Kosipa” tersebut tidak 
sah menurut ketentuan syara'. 


2.Uang administrasi yang dipungut oleh Kosipa dari setiap anggota 
Kosipa yang meminjam uang, hanyalah merupakan “istilah lain” dari 
bunga, karena: 
a. Uang administrasi tersebut merupakan “keharusan” yang harus dipenuhi 


b. 
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oleh setiap orang yang meminjam uang, sehingga pada hakekatnya tidak 
berbeda dengan manfaat yang ditarik oleh yang meminjamkan uang, 
dalam hal ini “Kosipa” dari para peminjam uang.” 

Besarnya uang administrasi yang dipungut oleh “Kosipa” dari para 
peminjam uang telah ditentukan sesuai dengan besarnya uang yang 
dipinjam, yaitu sekian persen dari jumlah pinjaman sesuai dengan 
keputusan rapat anggota. 

Jadi tanpa memperhatikan apakah syarat pemberian uang admin- 
istrasi sedang berlangsung, atau sebelum akad ataupun sesudah akad, 

atau apakah syarat tersebut berbentuk ucapan atau berberituk tulisan, 
yang kesemuanya itu memerlukan pembahasan tersendiri, maka 
pungutan uang administrasi tersebut dapat dimasukkan dalam makna 
hadits Nabi Muhammad Saw. yang berbunyi: 


Ahkamul Fugaha 


AT Aang L- 


Ly pad Kain 33 UP NI 
“Semua peminjaman yang dapat menyebabkan adanya sesuatu manfaat, 
maka hukumnya riba." 
3.Oleh karena akad pengumpulan modal dalam “Kosipa” tersebut tidak 
dapat memenuhi ketentuan “syirkah”, maka masalah zakatnya dikembalikan 
kepada masing-masing anggota “Kosipa” tersebut. Oleh karena “Kosipa” 
ini telah dilaksanakan di seluruh tanah air Indonesia, maka seluruh 
musyawirin telah bersepakat untuk memberikan jalan keluar yang dapat 
dibenarkan oleh syara' sebagai berikut: 
a. “Kosipa” harus diganti bentuknya dengan bentuk “koperasi biasa” 
yang dibenarkan oleh syara”. 
b.Uang yang telah menjadi milik koperasi dapat dipinjamkan kepada 
para anggota tanpa dikenakan uang administrasi dari prosentase 
jumlah uang yang dipinjam. 
Keterangan, dari kitab: 
1. Manhaj al- Thullab? , 
sA42 35 SESI) HE oib ah 3 SI ga 5 5 BINUS 
BP Jie ja ae Uh U 6$ ala 
Kitab Tentang Syirkah ... Dan dalam syirkah disyaratkan lafal yang 
menunjukkan izin berdagang ... dan dalam barang yang disyirkahkan 
disyaratkan berupa barang tits! (barang yang diukur takaran atau timbangan 


dan oleh diakadi salam) yang sudah dicampur (dengan barang dari pihak 
lain) sebelum dilakukan akad sehingga tidak bisa dibedakan lagi.I| 


22 Zakaria al-Anshari, Manhaj al-Thullab pada Fath al-Wahhab, (Bandung: Syirkah Ma'arif, 
t th), Juz Ih. 217. 
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